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Dalam hal pembeli Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan Notaris 
atau PPAT, Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kesempatan 
kepada pemberi hak tanggungan untuk menggunakan Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan (SKMHT). Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 
Tahun 1994 Tentang Penetapan Batas Waktu penggunaan SKMHT untuk 
menjamin pelunasan kredit tertentu, jangka waktu berlakunya SKMHT “sampai 
saat berakhirnya perjanjian pokok yang bersangkutan”. Terkait pemberian kredit 
subsidi atau kredit usaha kecil dengan plafon kredit Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
yang seharusnya setiap kredit diikat dengan hak tanggungan agar dalam proses 
eksekusi atas objek hak tanggungan dapat dilakukan  
Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan 
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non 
hukum. Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif 
kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul 
dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Jangka waktu 
SKMHT ini untuk ditingkatkan menjadi APHT selama 1 bulan untuk tanah 
terdaftar dan 3 bulan untuk tanah belum terdaftar. Jangka waktu ini menurut Pasal 
15 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan dikecualikan berdasarkan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 
tentang penetapan batas waktu penggunaan SKMHT untuk menjamin pelunasan 
kredit-kredit tertentu. Dalam bidang KPR, khusus untuk KPR bersubsidi jangka 
waktu SKMHT ini ditetapkan selama jangka waktu kredit sehingga debitur tidak 
dibebani dengan biaya APHT lagi. Peraturan tersebut tidak sejalan dengan 
eksekusi lelang hak tanggungan yang diatur oleh balai lelang KPKNL (Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) karena syarat utama dapat dilakukannya 























LEGAL PROTECTION OF CREDITURS IN THE IMPLEMENTATION 
OF SUBSIDY CREDIT WITH THE WARRANTY OF POWERFUL 






In the case of Mortgage buyer can not appear before a Notary or PPAT, 
Article 15 of the Law Mortgage provides the opportunity for the assigning of 
dependents to use the Power of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT). 
According to Article 1 of the Regulation of the Minister of Agrarian No. 4 of 1994 
on Determination Deadlines SKMHT use to guarantee the repayment of certain 
loans, the period of validity SKMHT "until the end of the relevant principal 
agreement". Related subsidized loans or small business loans with a credit limit 
Rp.50.000.000, - (fifty million rupiah) up to Rp.250.000.000, - (two hundred and 
fifty million rupiah) which should each tied with mortgage credit in order in the 
process of execution of the object security rights to do Approach to the problem 
approach the law, with legal materials consisting of primary legal materials, 
secondary and non-legal materials.  
Analysis of materials research in this thesis using qualitative normative 
analysis. In order to draw conclusions from the research that has been collected is 
used deductive method of analysis of legal materials.  
Based on the research we concluded that, SKMHT this period to be 
increased to APHT for 1 month to 3 months registered land and for the land has 
not been registered. This time period according to Article 15 (5) of the Act 
Mortgage excluded by Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National 
Land Agency Number 4 of 1996 concerning the use of an expiration date SKMHT 
to guarantee repayment of certain credits. In the area of mortgages, especially for 
mortgages subsidized SKMHT time period is set during the loan period so that the 
debtor is not burdened with the cost APHT again. These rules are not in line with 
the execution of the auction mortgages arranged by auction house KPKNL (the 
State Property Office and Auction) because the main requirement can be done 
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Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai 
dasar pengikatan jaminan Kredit Bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 
kepastian hukum dan asas perlindungan hukum bagi kreditor, terutama 
kreditur tidak memperoleh perlindungan hukum represif. Hal tersebut karena 
SKMHT sebagai pengikatan jaminan dalam Kredit Bersubsidi berlaku hingga 
masa akhir perjanjian pokoknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 
 
(5) Undang Undang Hak Tanggungan junto Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996. Dalam hal 
ini, selama perjanjian Kredit Bersubsidi berlangsung hak tanggungan belum 
lahir dan kreditur bukan menjadi kreditur preference, artinya perlindungan 
hukum yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak 
melekat pada kreditur, serta tidak ada kepastian hukum kapan mulai 
melakukan pembebanan hak tanggungan mengingat beberapa kendala pada 
prakteknya yang menghambat proses pembebanan hak tanggungan pada 
jaminan Kredit Bersubsidi. 
 
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi oleh debitur dengan 










tanggungan dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT 
untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Dengan didaftarkannya jaminan 
hak tanggungan tersebut, maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan 
jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya 
dari debitur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan 
hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian hak tanggungan ialah masih 
banyaknya ditemukan dalam praktek di dunia usaha benda jaminan hak 
tanggungan yang dibuat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak 
terus didaftarkan ke Kantor Pertanahan atau hanya dibuat berdasarkan akta di 
bawah tangan sehingga akibatnya, eksekutorial dari akta tersebut hilang dan 
kreditur tidak mendapatkan hak preferennya. Dengan adanya hal tersebut 
kreditur tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kreditur tidak 
mendapatkan hak preferennya, jika objek jaminan tersebut hanya di buatkan 
SKMHT saja dan tidak dilanjutkan menjadi APHT atau di ikat sempurna 





Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan 
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 
berikut : 
 
1. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan konsep pembebanan hak atas 
tanah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 







dalam Pemberian Hak Tanggungan lebih ditonjolkan. Unsur kepercayaan ini 
menjadi perlu dan penting mengingat pemberian hak tanggungan tersebut 
dengan jaminan tanah yang belum bersertifikat kepunyaan debitur yang belum 
dapat menjamin bahwa pemberian SKMHT tersebut dapat ditingkatkan 
menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), karena secara yuridis hak 
milik debitor secara nyata memang belum beralih dari debitor kepada kreditor. 
Terbentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang jaminan Hak 
Tanggungan dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor : 4 Tahun 1996 disebabkan permasalahan yang timbul karena 
adanya kebutuhan hukum akan suatu lembaga hak jaminan yang kuat yang 
dapat dibebankan pada hak atas tanah yaitu hak tanggungan, selain itu untuk 
mengakomodir kepentingan pengusaha kecil karena keterbatasan modal usaha 
sehingga tidak perlu melakukan pensertifikatan hak atas tanahnya sebagai 
jaminan dan cukup hanya menyerahkan girik atau petuk yang membuktikan 
hak miliknya secara kepercayaan saja. Surat Kuasa membebankan Hak 
Tanggungan digunakan karena debitur tidak bisa datang langsung untuk 
penandatanganan atau pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas 
jaminan tanah dan rumah yang dijadikan jaminan/agunan pada bank atau 
kreditur dan diharapkan jangka waktu dalam Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan tersebut tidak lewat/gugur,sebagaimana diatur dalam Penjelasan 
Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan, sebelum dibuat Akta 
Pemberian Hak Tanggungannya guna untuk di daftarkan Sertifikat Hak 







2. Hendaknya kreditur agar mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan 
hukum dalam mengeksekusi jaminan, maka pemberian SKMHT harus segera 
ditindaklanjuti dengan pemberian Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk 
selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sehingga kreditur dapat 
mengeksekusi jaminan debitur sebagai pengembalian utang kredit oleh 
Debitur. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh Debitur 
terkait berakhirnya jangka waktu SKMHT dan debitur tidak bersedia untuk 
hadir menandatangani perpanjangan SKMHT, maka kreditur dalam 
melakukan perjanjian kredit dengan nasabahnya hendaknya memasukkan 
klausula dengan syarat tanguh, sehingga memberikan perlindungan terhadap 
kreditur tersebut dimana dengan memasukan syarat tangguh yang 
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